PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pahlawan Nomor 5 Singaraja Buleleng, Kode Pos 81117
Telepon: (0362) 22442, Fax: (0362) 21484
Email: disdik@bulelengkab.go.id, Website: http//disdikpora.bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 000.8.3.2/0999 /Skrt-Disdikpora/I/2026
TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG MENERIMA
PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN

PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai,
meningkatkan  kepatuhan = standar pelayanan dan
meningkatkan kepuasan penerima layanan terhadap
pelayanan yang diberikan oleh penyelenggaran pelayanan
pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Buleleng;

b. bahwa kompensasi yang diberikan oleh penyelenggara
pelayanan kepada penerima layanan adalah terhadap
layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar
pelayanan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng;

c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Buleleng tentang pemberian kompensasi bagi penerima
layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan
standar pelayanan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan


mailto:disdik@bulelengkab.go.id

Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Nomor
486);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5067);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6782);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor 6897);

. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten

Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6477);
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6264);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2026 Nomor 12);



17. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2025 Nomor S55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan
yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar
pelayanan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu
diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima
layanan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tidak
sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;

KETIGA Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu
dapat berupa :

a. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak
sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
b. Memberikan layanan prioritas pada proses berikutnya.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan
dilakukan  perbaikan sebagaimana  mestinya  apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 JANUARI 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
» 2 IDABAGUS DE SURYA BHARATA, S.Pd. M.A.P.
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19791219 200003 1 002

Tembusan:

1. Bupati Bulekng;

2. Wakil Bupati Buleleng;

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;

4. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;

5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan

6. Arsip.



